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DASAR HUKUM

HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

/

( - Undang-Undang

*UU No. 17 Tahun 20.03 tentang Keuvuangan Negara
*UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

* UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah

T

‘ Peraturan Menteri Keuangan

*PMK No. 224/ PMK.07/2017 Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

(Pengganti dari PMK No. 188/PMK.07/2012, PMK No. 214/PMK.07/2015, dan PMK Nomor
154/PMK.07/2016).

| Peraturan Pemerintah

* PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

* PP No. 10 Tahun 201 1tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
~*PP No. 2Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

( Peraturan Menteri Dalam Negeri
* Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya (No. 59 Tahun 2007 dan No. 1 Tahun 2011)
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KETENTUAN UMUM

HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Definisi Hibah / _

Hibah Daerah adalah
pemberian _dengan pengalihan

Hibah Daerah merupakan salah satu
sumber penerimaan Daerah untuk

hak atas sesuatu dari Pemerintah mendanai penyelenggaraan urusan yang
atau pihak  lain kepada menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah atau dalam kerangka hubungan keuangan
sebaliknya yang secara spesifik antara  Pemerinfah dan  Pemerintah
telah ditetapkan peruntukannya Daerah

dan dilakukan melalui perjanjian.

B0 /

Bentuk Hibah: )
1.Uang;

2. Barang; dan/atau




|

SUMBER DANA
Dan Kriteria Daerah Penerima Hibah

Sumber Dana Hibah

A. Penerimaan
Dalam Negeri

B. Pinjaman Luar
Negeri; dan/atau

C. Hibah Luar Negeri.

Kriteria Daerah Penerima Hibah

Penerimaan Dalam Negeri (Rupiah Murni) yang dihibahkan

Mendanai:

a. urusan Pemerintah Daerah atau peningkatan fungsi
pemerintahan, layanan dasarumum, dan pemberdayaan
aparatur Pemerintah Daerah;

b. sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan
penambahan beban pada APBD;

c. kewenangan Daerah yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau
internasional; dan/atau

d. kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah

Penerusan Hibah dari Pinjaman Luar Negeri

Mendanaikegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah
dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas
pembangunan nasional

)

Penerusan Hibah dari Hibah Luar Negeri

Mendanai:

a. urusan Pemerintah Daerah;

b. mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
c. spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri.

SN
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YITRUKTUR & LINGKUF

Penerimaan
Dalam Negeri

Hibah Luar Pemerintah Perjanjian
Negeri Pusat

Pinjaman Luar
Negeri

\i
Kriteria Kegiatan Hibah

Pinjaman Luar Negeri
kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalamrangka pencapaian sasaran program dan prioritas
pembangunan nasional

Hibah Luar Negeri

a. menjadi urusan Pemerintah Daerah;

b. mendukung program pembangunan nasional; dan/atau

c. secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah LuarNegeri.

Penerimaan Dalam Negeri

a. menjadi urusan Pemerintah Daerah atau peningkatan fungsipemerintahan, layanan dasarumum, dan pemberdayaan
aparaturPemerinfah Daerah;

b. sebagai akibat kebijakanPemerintah yang mengakibatkan penambahan bebanpadaAPBD; )

c. kewenangan Daerah yangberkaifan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau

d. kegiatan fertentu yangditetapkan oleh Pemerintah

\\




Ketentuan Umum Penyaluran Hibah

|. Dilakukan dengan mekanisme APBN dan APBD.

2. Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilaksanakan
melalui tata caraggemindahbukuan dari RKUN ke RKUD™~__

3. Penyaluran Hibah yang bersumber dari FrALiN, dilakukan melalui tata cara
a. Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;

Pembayaran Langsung;

Rekening Khusus;

Letter of Credit; dan/atau

Pembiayaan Pendahuluan.

Penyaluran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja.
Dalam hal Pemda tidak menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang
disyaratkan, penyaluran dana hibah tidak dapat dilakukan.

Dalam hal penyaluran hibah melibatkan K/L penyaluran hibah dilakukan setelah
mendapat rekomendasi dari KIL teknis terkait.

Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa membuat dan menyampaikan
bukti penerimaan Hibah/Kuitansi kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah atas
{l § setiap realisasi penyaluran dengan batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja setelah dana Hibah diterima.

Gubernur atau Bupati/VWalikota bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan

materiil atas pelaksanaan dan penggunaan dana program/kegiatan yang bersumber
dari Hibah

b.
C.
d

7.




Persyaratan Penyaluran Hibah

Surat Permintaan Penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa
kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah (c.q. Direktur PTNDP)

Surat Permintaan Penyaluran dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPT)JM)

N

Berita Acara Pembayaran (BAP)

Surat pertimbangan / rekomendasi
penyaluran Hibah dari K/L

Dokumen lain yang dipersyaratkan
dalam PHD atau PPH




Skema Penganggaran & Penyaluran Hibah
Daerah

Pemda K/L

Sosialisasi

«—

Penilaian | Memenuhi
dokumen usulan &
Persiapan

Minat |
Pemda

SPPH dan PHD
e Pencairan

7

Tidak Memenuhi

Penolakan

RKUD




Alokasi 2018 dan Realisasi Program Hibah 2016 - 2017

Hibah Kepada Pemerintah Daerah

A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan

1.

2.

3.

4.

Flood Management in Selected River Basin
(FMSRB)

Water Resouces and Irrigation Management
Project-Phase II (WISMP-II)

Integrated Participatory Development and
Management of Irrigation (IPDMIP)

Mass Rapid Transit (MRT) Project

B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan

1.

2.
3.

Provincial Road Improvement and
Maintenance (PRIM)

Hibah Air Limbah

Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk
Kota Palembang

Hibah Australia-Indonesia untuk
Pembangunan Sanitasi

Biodiversity Conservation and Climate
Protection in The Gunung Leuser Ecosystem

Hibah Air Minum

Development of Seulawah Agam
(Exploration of Seulawah Geothermal
Working Area (Aceh))

Hibah Peningkatan Kapasitas Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM)
Pendidikan Dasar

C. Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan

1.

2.
3.
4

Nationwide Water Hibah Program
Hibah Sanitasi

Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana

Hibah Non Kas Penyelesaian Piutang
Pemerintah pada PDAM

\ \
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Loon Agreement,
2 Nov 2017

[ ADB

Nilai Hibah : USD27.713.000 |:

Slde Letter Agreement,
28 Desember 15

|: Word Bank

Nilai Hibah :
USD150.000.000

6 Pemda [ 73Pemda

s.d. 31 Desember 2022 [ sd. 31 Mei 2018

Kementerian PUPR, Ditjen
. SDA. Direktorat Sungai dan
Pantai, dan

. Kementerian PUPR, Ditjen
SDA, Direktorat PJSDA

Direktorat PUSDA

- Loan No. 3529/8327(AlF)-
INO 31 Juli 2014

- Financing Agreement IFAD,
NO. 2000001445, 13Feb 2017

|: ADB, AIF, dan IFAD

|: Nilai Dihibahkan :
ADB : USD172.044

- AlF : USD34,094
- IFAD : USD39,358

[ 74Pemda

[ s.d.2022

Kementerian PUPR, Ditjen
B 5D, Direktorat PJSDA

Pinjaman yang Diterushibahkan Tahun 2018

I: Tahap II; masih dalam perundingan

|: JICA

E Nilai Hibah : ¥61.366.000.000
(tfahap )

[ 1 Pemda (DKl Jakarta)

|: s.d. 2018

. Kementerian Perhubungan, Ditjen
Perkeretaapian




[ Amandemen-4 DFA, 20 Des 2017 |: Amandemen DFA, 27 Jan 2017

|: Pemerintah Australia (DFAT) |: Pemerintah Australia (DFAT)

Nilai Hibah : AUD38 juta atau setara W .
[ Rp380 milor [ NiaiHibah: AUD
2 Pemda (Prov. NTB dan Kab.

Lombok Barat) |: 2u Fermele

s.d. 31 Desember 2021 [ s.d. 30 Juni 2020

Kementerian PUPR, Ditjen Bina

Kementerian PUPR, Ditien Cipta
Karya

Hibah yang Diterushibahkan Tahun 2018 (1)

[ DFA, 11Sep 2017

|: Pemerintah Australia (DFAT)
[ Niai Hibah : AUD45 juta

|: 1 Pemda (Kota Palembang)

|: s.d. 30 Juni 2022

Kementerian PUPR, Ditjen Cipta
Karya




Hibah yang Diterushibahkan Tahun 2018 (2)

I: Financing Agreement dan

I: ATelESTE DIFR, 27 Jeln 201 7 Separate Agreement, 24 Nov 2014

|: Amandemen DFA, 27 Jan 2017

| Pemerintah Australia (DFAT) [ Pemerintah Jerman (kfw) [ Pemerintah Ausiralia (DFAT)

I: Nilai Hibah : AUD40 juta atau I: Nilai Hibah : EUR4,194,714 atau

[ Nilai Hibah AUD :
setara dengan Rp400.000.000.000 setara dengan Rpé67.115.424.000,-

27 Pemda |: 1 Pemda (Prov. Aceh) |: 3 Pemda

s.d. 30 Juni 2020 |: s.d. 31 Desember 2018 |: s.d. Juni 2022

. Kementerian LHK, Ditien KSDAE . Kementerian PUPR, Ditien Ciptakarya




Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan

Dolom Perencanaan untuk
APBN 2019 sebesar Rp500 miliar

| Alokasi APBN 2018:Rp800 milar | Alokasi APBN 2018 : Rp200 miliar

Pemda pada Kawasan Strategis
[ 152 Pemda E 71 Pemda Pariwisata Nasional

[ s.d.31 Desember 2018 [ s.d. 31 Desember 2017 [ Direncanakan untuk s.d. 2019

Kementerian PUPR, Ditien Bina

Marga

Kementerian PUPR, Ditjen
Ciptakarya

Kementerian PUPR, Ditjen
Ciptakarya




SKEMA PEMBAYARAN HIBAH

Pelaksanaan Kegiatan oleh
Pemda dengan Pendanaan
APBD

\%

Verifikasi dan
Rekomendasi oleh K/L

{

Permintaan Pembayaran
oleh Kepala Daerah

REIMBURST

1) Berupa Insentif

2) Penggantian Sepenuhnya
atauv Sesuai Persentase



ALUR PENYALURAN HIBAH MELALUI REKENING KHUSUS

Subdit Hibah,
Dana Darurat,
dan DID

Direktur PTNDP
(KPA)

(2)

Subdit -
Pelaksanaan e
Transfer
Pemerintah (7) Bank (6) KPPN
Daerah Operasional Jakarta




ALUR PENYALURAN HIBAH MELALUI
PEMBAYARAN LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN

Subdit Hibah,
Dana Darurat,
dan DID

(1)

: Direktur PTNDP
1) (KPA)

SPP APD
PL/PP

(3)

Draft SPP
(2)

APD PL/PP
Subdit
Tidak Pelaksanaan

° (3) (5)
Transfer

Pemerintah Daerah/ (7) Bank (6) KPPN Khusus
< ‘ Penyedia Barang dan O ; | Pinjaman
2 Jasa perasiona Hibah

\

\\x




Hal-hal yang Perlu Diperhatikan :

1. Nomor Rekening penerima yang fercantum
pada Surat Permintaan Penyaluran Hibah dan
BAP;

2. Perhitungan angka rupiah dalam poin Il dan IV
BAP;

3. Contoh format BAP :




BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor !

I Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama . KRISNANDAR
Jabaten ! Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat  :JI. Dr. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lt, 12, Jakarta Pusat 10710

Selanjutnya discbut PIHAK KESATU
Nama

Jabatan

Alamat

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Il Berdasarkan :
I. a PHD Nomor dan Tanggal : PHD-
Tanggal
b.  Besaran Hibah dalam PHD : Rp.
2. a. Nomor dan Tanggal DIPA
Tanggal
b.  Uraian Kegiatan : Program Hibah

3. a  Nomor Grant‘register
b.  Kode/Uraian Katepori :
¢.  Porsi Hibah Dalam Negeri + 100%




Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Kesatu dengan uraian sebagai berikut :

Perhitungen Pembayvaran
a. Nilai Hibah Total

Nilai Hibah s.d BAP yang lalu (netto)

b.

¢, Nilai Hibah BAP ini (netto)

d. Potongan-potongan (valuta)
(i) Uang retensi/jaminan
(ii) Pengembalian vang muke
(iii) Jumlah Potongan

¢, Pembayaran Hibah phisik BAP ini (nctto)

f. PPN dari (1.c) “Tidak Pungut"
g Pembayaran Hibah BAP ini (Bruto)

Rincian sumber pembayaran

a, Phisik Porsi PHDN (10024 x 1.¢)

b.  Phisik Porsi Pendamping

¢. PPN Porsi PHDN “Tidak dipungut”
d. PPN Porsi Pendamping “Dipungut”

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rekapitulasi Pembayaran Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Batang :

No.

Uraian Nilai Phisik

PPN

PHDN (Rp) | Pendamping

Total (Rp)

Porsi
PHDN
tidak
dipungut

Porsi

Pendamping

Jumlah
{Bruto)

(Rp}

2 3 4

6

Nilai Hibah -

Pembayaran
Hibah s.d
BAP yi

Pembayaran -
Hibah BAP |
ini

Sisa Hibah | “

Total | -
Pembayaran |
Hibah sd I
BAP ini |

- o |

Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran hibah tersebut di atas dan ditransfer ke
rekening :

Nomor Rekening

Nama Rekening
Nama Bank



Demikian Berita Acara Pembayaran (BAP) ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Bendahara Umum Daerah Pejabat Pembuat Komitmen

Materai Rp.6.000.-

......................................................... KRISNANDAR
NI il NIP 19711229 199703 1 001




Hal-hal yang Perlu Diperhatikan (2):

Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa

menyampaikan Laporan Triwulan Pelaoksanaan Kegiatan

kepada KPA Hibah sesuai format dalam lampiran IV PMK

No 224/PMK.07/2017;

Dalam hal kegiatan telah berakhir, Kepala Daerah atau

pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Laporan

Pelaksanaan Kegiatan dengan batas waktu:

a. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya
tahun anggaran berkenaan untuk Hibah yang
bersumber dari penerimaan dalam negeri;

b. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah closing date

untuk Hibah yang bersumber dari luar negeri.




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN

CEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JL DR. WAHDIN RAYA NO. 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3505442, FAKSMILI [021) 3508443 SITUS www degheu go.d

Nomor . S-35AIPK. 412018 31 Oktober 2018
Sifat Sangat Segera

Lampiran -

Hal . Batas Akhir Penyampaian Permintaan Panyaluran

Hibah ke Daerah Tahun Anggaran 2018

Yth. 1. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kemanterian PUPR,;
4_ Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR,
5. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan,
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistemn, Kementerian LHK.

di Jakarta

Sehubungan dengan akan berakhimya Tahun Anggaran 2018 dan dalam rangka tertib
administrasi seta memperlancar proses penyaluran Hibah ke Daerah, dengan ini kami
sampaikan hal sebagai berikut :

1. Penyaluran hibah melfalui mekanisme Pembayaran Langsung atau Pembiayaan
Pendahuluan, permintaan penyaluran beseria lampirannya yang telah diverifikasi oleh
Exscuting Agency, disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan diterima cien Difjen
Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 19 November 2018;

2. Permintaan penyaluran Hibah ke Daerah Tahun Anggaran 2018 beserta lamprrannya yang
telah diverifikasi oleh Executing Agency, disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan diterima
oleh Ditjen Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 14 Desember 2018;

3. Dalam hal permintaan penyaluran Hibah ke Daerah diterima oleh Ditjen Perimbangan
Keuangan setelah tanggal tersebut pada angka 1 atau 2, maka:
a. Untuk Hibah yang berasal dari dalam negeri maka tidak dapat kami salurkan;
b. Untuk Hibah yang berasal dan luar negen maka penyaluran akan dilakukan pada Tahun
Anggaran 2019,

4. Terhadap permintaan penyaluran Hibah yang berasal dari luar negeri yang tidak memenuhi
persyaratan kelengkaran dokumen atau melebihi pagu anggaran yan?( tersedia, maka akan
dilakukan pengemnbalian, dan setelah dilengkapi dapat diajukan kembali pada Tahun
Anggaran 2018;

S, Untuk itu dimohon bantuannya agar informasi ini dapat kiranya disampaikan kepada
Pemerintah Daerah penerima program hibah masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pembiayaan dan Transfer

Non Dana Perimbangan,

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
e b H:bah ke Daerah

o

o ,,...-\\

Tembusan :
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan




=

MRS

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

Alamart :
Gedung Radius Prawiro Lantai 12,

JI. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp: 021-3510202 Fax: 021- 3510202
Website: www.djpk.kemenkeu.go.id
E-mail: subdit.transfer@gmail.com




